
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e dan 
huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tek:nis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kebijakan dan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 94 TAHUN 2022 
TENTANG 

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANST PEMERINTAH DAERAH 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. 

SALIN AN 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
90 Tahun 2019 tcntang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahuri 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

\ Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

bcberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 67 Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6778); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran 
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kewenangan daerah otonom. 
3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara. 

4. Pernerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin 

pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

yang memimpin 

yang menjadi 
penyelenggara pemerintahan daerab 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

PasaJ 1 

Dalam Peraturan Gubernur irii yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAK.AN DAN SISTEM 

AKUNTANSI PEMERTNTAH DAERAH. 

9. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ); 
10. Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 
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penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip- 

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan 
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah 
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 
mcmenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
rangka mcningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan kcuangan di 
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 

8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplusydefisit, 
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo 
Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo 
Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi, 
dan Saldo Anggaran Lebih akhir. 

10. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mcngenai aset, utang, 
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 
adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar 
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemcrintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalarn satu periode pelaporan. 
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12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai surnber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 

periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pclaporan. 
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat 

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi rnengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 

surplus/ defisit-Laporan Operasional, koreksi, dan ekuitas 

akhir. 
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut 

CaLK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka 

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus 

Kas. 
15. Satuan Kerja Perangkat Daerab yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

16. Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

17. Entitas Akuntansi adalah unit pemcrintahan yang 

mengelola anggaran, kekayaan, dan kcwajiban yang 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan 

keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 

18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau Jebih entitas akuntansi atau entitas 

pclaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang- 

undangan wajib menyampaikan laporan 

pcrtanggungjawaban berupa Japoran keuangan. 

19. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang sclanjutnya 
disebut Pcndapatan-LRA adalah semua penerimaan 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo 

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 
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Pasal 4 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan 

BAB 11 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

Tujuan pembcntukan Peraruran Gubemur ini yaitu agar 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal 2 
Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai 
pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan 
Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan 
kcuangan. 

bersangkutan yang menjadi hak Pemcrintah Daerah dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. 

20. Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut 
Pendapatan-LO adalah hak Pemcrintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 
anggaran yang bcrsangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemcrintah Daerah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 
Daerah. 

22. Bagan Akun Standar adalah pedoman bagi Pemerintah 
Dacrah dalarn melakukan kodefikasi akun yang 
mcnggambarkan struktur Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah dan laporan keuangan secara lengkap, yang 
selanjutnya digunakan dalam pencatatan transaksi pada 
buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, 
pengihtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada 

laporan keuangan. 
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(1) SAPD terdiri dari: 

a. sistem akuntansi pendapatan; 

b. sistem akuntansi beban dan belanja; 

c. sistern akuntansi transfer; 

d. sistem akuntansi pembiayaan; 
e. sistem akuntansi kas dan sctara kas; 
f. aistem akuntansi piutang; 

g. sistem akuntansi persediaan; 

BAB Ill 

SISTEM AKUNTANSI PEMERTNTAH DAERAH 

Pasal 5 

(3) Kebija.kan Akuntansi a.kun sebagaimana dima.ksud 

pada ayat (1) huruf bterdiri atas: 

a. Kebijakan Akuntansi pendapatan; 

b. Kebijakan Akuntansi beban dan belanja; 

c. Kebijakan Akuntansi pembiayaan; 

d. Kcbijakan Akuntansi aset; 

e. Kebijakan Akuntansi utang; 
f. Kebijakan Akuntansi perubahan kebijakan akutansi, 

kesalahan, perubahan estimasi akutansi, dan opcrasi 

yang dihentikan; dan 

g. Kebijakan Akuntansi Properti Invenstasi; 

(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Pcraturan Gubcmur ini, 

a. LRA; 

b. LPSAL; 

c. Neraca; 

d. LO; 

e. LAK; 

f. LPE;dan 

g. CaLK. 

b. Kebijakan Akuntansi akun. 

(2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
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Pasal 7 
Pada saat Peraturan Gubernur irri mulai berlaku: 
a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2014 Nomor 71); 

b. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

(1) Dalam penyusunan SAPD menggunakan Bagan 
Akun Standar yang tercliri dari: 
a. Bagan Akun Standar Neraca; 

b. Bagan Akun Standar LRA; 

c. Bagan Akun Standar LO; 

d. Bagan Akun Standar LAK; dan 

e. Bagan Akun Standar LPE. 

(3) Bagan Akun Standar sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) tercantum dalarn Lampiran V yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan GubernUT ini. 

h. sistem akuntansi investasi; 

1. sistem akuntansi aset tetap; 

j. system akuntansi penyusutan asset tetap dan 

amortisasi asset tidak berwujud; 

k. sistem akuntansi dana cadangan; 

1. sistem akuntansi aset lainnya; 

m. sistern akuntansi kewajiban; 
n. akuntansi koreksi atas kesalahan; dan 

o. sistcm akuntansi laporan konsolidasian. 

(2) SAPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 
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9603 1 001 
M.Hum 

BERITA DAERAH PROVINST SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 96 

ttd 
ASRUN LIO 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 30-12-2022 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZI 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 30-12-2022 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatanya 
dalarn Berita Acara Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara. 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

7 J Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem 
Akuntansi Pernerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 68); dan 
c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 102 Tahun 

2016 tenta.ng Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur 
Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kcbijakan Akuntansi dan 
Sistem Akuntansi Pemerintah Oaerah [Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 102), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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ALI MAZI 

ttd 

GUBERNUR SULA WES! TENGGARA, 

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan 
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 
Operasional, Laporan Perubaha.n Ekuitas, Neraca, dan Laporari 

Arus Kas. 

b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 

1) Ekuitas awal; 
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 
3) Koreksi yang langsung menambal,/mengurangj ckuitas , 

yang antara lain berasal dari d arrrp ak. kumulatif yang 
disebabkan olch perubahan kebijakan akuntansi dan 
koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 
a) koreksi kesalahan mendasar dari per sediaan yang terj adi 

pada periode-periode sebelumnya; dan 
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4) Ekuitas akhir. 

- 16 - 



29 199603 l 001 
H. M.Hum 

ALI MAZI 

ttd 

GUBERNUR SULAWESI TENG GARA, 

PEMERINTAH PROVJNSI SULAWESI 'l'E:NGGARA 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab 1 Pendahuluan 

1. I Maksud dan tuju an penyusunan laporan keuangan 

Pemermtah Daer ah 

1.2 Landasan hukum penyusunan Iaporan keuangan 

Pemerintah Daen~h 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas tapor-an keuangan 

Pcmerintah Daerah 

Bab II Kebijakan um um dan pencapaian target kirierja APBD 

2.1 Kebijakan urnum APBD 

2.2 Jndikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab 111 lkhtisa.r pencapaian kirierja keuangan Pemerinrah Daer ah 

3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

Pemel'intah Daerah 

3.2 Hambata.n dan l<endala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan 

Bab TV Kebijakan akuntansi 

4. 1 Entitas akuntansi/ent.itas pelaporan keuangan daerah 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan lap or an 

keuangan Pemerintah Daerah 

4.3 I<ebijakan akuntansi berkaitan dengan keterrtu an yang 

ada dalam SAP pada Pemerintah Oaerah 

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerab yang 

belum disajikan dalarn lembar muka laporan keuangan 

BAB VI Penjelasan ata.s informasi-informasi non keuangan Pemerintah 

Daer ah 

BAB VII Penjelasan atas lnformasi Iairmya, 

BAB VIII Penutup 
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ALl MAZl 

ttd 

GUBERNUR SULA WES! TENGGARA, 

xxx 

xxx 

(untuk mencatat koreksi 

penyajian kem bali reklaeiftka si 

ekuitas) 

Penyajian 

kembalinilai 

Ekuilas 

EKUITAS DANA 

EKUITAS 

- 1.1~ 



9603 I 001 

ALI MAZl 

ttd 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. 

PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
CATATAN /\TAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan taporan keuangan 

Pemerintah Daerah 

1.2 Larid as an hukum penyusunan la po ran keuangan 

Pemerintah Daerab 

1.3 Sistematika penulisan cacarari atas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah 

Bab JI Kebijakan urn urn clan pencapaia.n target kirierja APBD 

2.1 Kebijakan umum APBD 

2.2 Jnclikator pencapaian target kirierja APBD 

Bab Ill Ikhtisar pencapaian kirierja keuangan Pemerintah Daerah 

3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kirierja keuangan 

Pemerinran Daerah 

3.2 Hambatan d ari kenclala yang acla dalam pcncapaian target 

yang telah ditetapkan 

Bab IV Kebijaka.n akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan lap or an 

keuangan Pemermtah Daerah 

4.3 Kebijakan akunranst berkaitan dengan ketentuan yang 

ada dalam SAP pada Pernerintah Oaerah 

Bab V Penjclasan pos-pos lapor an keuangan Pemerintah Daerah yang 
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah 

Daerah 

BAB VII Penjelasan atas lnfonnasi lainnya 

BAB VIJI Perrurup 
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ALI MAZI 

GUBERNURSULAWESI TENGGARA, 

ttd 

e d p tan Luar Biasa "--'---- 
A - 

0001 o I 18 5 0 

~ 

r Biasa 
r Biasa 

~

8 s_-+_0_2-+_0_3_l_o_s--'-----'D=efis1t Penyelesaian Utang kepada Lembaga K 
Ba~_!<_(LKBJ:!)-Swasta-Jangka Mencngah-LO 

g - 02 03 05 OOO 1 Defisit Penyelesaian Utang kepacla Lembaga K 
:, Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO 

I 8 5 J 02 03 06 Dcfisit Penyelesaian Utang kepada Lernbaga K 
f---r-t --1---1----1--=B:::a::.:n=k (LKBB)-Swasta-J angka Panjang-LO l~I 5 02 03 06 OOO I Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga K 

1---1---:...::B.=a.:.:.:nk (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO:...__ 
8 5 02 04 Defisit Penyelesaian Obligasi-LO 
8 5 02 04 0 I Defisit Pcnyelesaian Obligasi LO ------- 

saian Obligasi-LO ------- 
A 
UAR BIASA 
r Biasa 

KodeAkun 
I I [ - 

~ I t: .,, ·- oj 
0 .a· ·- Uraian Akun c 0. v, .,, 0 <) -" 

;:; ., c "' .,, s c "E la ~B " < 0 ...., 0 .n O 
~ 

·5 c ;:; -~ (/) 
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8 5 02 02 06 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB· Swasta-Jangka Panjang- 
I LO 

8 5 02 02 06 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB· Swasta-Jangka Panjang- 
LO 

8 5 I 02 I 03 I Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan 
[lank (LKBB)-LO 

8 5 02 03 OJ I Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan 
Bank ILKBB)-BUMN-Jani,ka Menenaah-Lt) 

8 5 02 03 01 0001 Defisit Penyelcsaian Utang kcpada Lcrnbaga Keuangan Bukan 
Bank ILKBB)·BUMN-Jangka Menengah-LO 

8 5 02 03 02 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lerubaga l<euangan Bukan 
. Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO 

8 5 02 I 03 021 0001 
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lernbaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBB)-BUMN-Ja11gka Paniane--LO 

8 s 02 03103 
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lcmbaga Keuangan Bukan 

I Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah·LO 

8 5 02 I 0001 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lernbaga Keuangan Bukan 03 03 
Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menemmh-LO 

8 5 02 I 03 04 I 
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lernbaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBBJ-BUMD-Jam,ka Paniang-Lt) 

8 5 02 03 04 I 0001 ~fisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan 
ank (LKBB)·BUMD-Jangka Panjang-LO 
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I I POS LUAR BIAS 
7 I 5 I PENDAPATAN L 
7 5 01 Pendapatan Lua 
7 5 01 01 I Pendapatan Lua 
7 5 01 01 01 I Pendapatan Lua 
7 I 1 01 r n a a 

I I BEl:!AN LUAR BIAS 6 
6 OJ I i Beban Luar Biasa 
6 01 01 Behan Luar Biasa 
6 01 01 01 Beban Luar Uiasa 
6 01 01 01 0001 Beban t.uar Biasa 
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